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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengawasan orang asing melalui 
Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) serta merumuskan penguatan 
collaborative governance guna menekan angka overstay di Kantor Imigrasi Kelas I 
Khusus Non TPI Tangerang. Pengawasan orang asing bersifat lintas sektor sehingga 
tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada instansi imigrasi. Penelitian 
menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, 
dianalisis melalui model collaborative governance Ansell dan Gash yang diperkaya 
kerangka integratif Emerson, Nabatchi, dan Balogh. Hasil penelitian menunjukkan 
pengawasan masih menghadapi fragmentasi kewenangan, ego sektoral, keterbatasan 
pertukaran data, dan lemahnya keberlanjutan koordinasi yang bersifat insidental. 
Penguatan collaborative governance melalui pelembagaan TIMPORA yang 
berkelanjutan, integrasi data antarinstansi, kepemimpinan yang memfasilitasi 
kepercayaan, serta pelibatan aktor nonpemerintah, berpotensi mengubah pola kerja 
dari koordinasi reaktif menjadi tata kelola pengawasan yang kolaboratif dan 
berkelanjutan 
 

ABSTRACT  

This study aims to analyze the implementation of foreigner supervision through the 
Foreigner Supervision Team (TIMPORA) and to formulate the strengthening of 
collaborative governance to reduce overstay at the Class I Special Non-TPI 
Immigration Office of Tangerang. Foreigner supervision is cross-sectoral and cannot 
be borne solely by immigration authorities. The research employs an empirical juridical 
method with a qualitative descriptive approach, analyzed through Ansell and Gash's 
collaborative governance model enriched by the integrative framework of Emerson, 
Nabatchi, and Balogh. The findings show that supervision still faces fragmented 
authority, sectoral egoism, limited data exchange, and weak sustainability of incidental 
coordination. Strengthening collaborative governance through sustainable 
institutionalization of TIMPORA, inter-agency data integration, trust-facilitating 
leadership, and the involvement of non-governmental actors has the potential to shift 
working patterns from reactive coordination toward collaborative and sustainable 
supervision governance. 
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  PENDAHULUAN 
 

Mobilitas orang asing antarnegara merupakan konsekuensi globalisasi yang menuntut penguatan 

pengawasan agar keberadaan dan kegiatan orang asing tetap selaras dengan ketentuan keimigrasian. 

Keimigrasian pada hakikatnya merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah 

Indonesia beserta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara (Syahrin, 

2018a). Fondasi filosofis hukum keimigrasian bertumpu pada prinsip kebijakan selektif yang 

menghendaki kehadiran orang asing memberikan manfaat bagi kepentingan nasional (Syahrin, 2018b). 

Badan Pusat Statistik mencatat kunjungan orang asing ke Indonesia mencapai 13.902.420 pada tahun 

2024, meningkat dari 11.677.825 kunjungan pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2025). 

Berbagai studi menunjukkan bahwa pengawasan orang asing menghadapi tantangan pada tataran 

implementasi (Hasan, 2015; Ali dkk., 2017; Mayang dkk., 2021). Penyalahgunaan izin tinggal dan 

pelanggaran overstay kerap ditemukan (Sapriyanto, 2020; Dananjaya & Ramadhan, 2023), sementara 

tumpang tindih kewenangan antarinstansi menyulitkan penegakan hukum keimigrasian (Fauzi, 2020). 
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Kajian lain menyoroti pentingnya pemeriksaan dan model kontrol keimigrasian (Nursanto, 2019; Parwati 

& Sushanti, 2023), aspek administratif kebijakan imigrasi (Sindiawaty & Purwanti, 2020; Aryono dkk., 

2023), serta dimensi tindakan administratif keimigrasian seperti deportasi (Rahmdani dkk., 2021). 

Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut menekankan pendekatan represif dan belum 

menempatkan pengawasan sebagai persoalan tata kelola lintas sektor. 

Padahal, keberadaan orang asing bersinggungan dengan kewenangan berbagai instansi 

sehingga pengawasannya merupakan persoalan tata kelola bersama. Konsep collaborative governance 

menekankan kolaborasi lintas aktor dalam penyelenggaraan urusan publik (Ansell & Gash, 2007; 

Emerson dkk., 2012) dan berkembang sebagai paradigma tata kelola baru yang melibatkan banyak 

pemangku kepentingan (Bingham dkk., 2005; O’Leary & Vij, 2012). Di Indonesia, penerapan collaborative 

governance banyak dikaji pada pelayanan publik dan administrasi kependudukan maupun pelintas batas 

(Naikofi dkk., 2025; Publicuho dkk., 2024; Permana dkk., 2023), sementara pengujiannya pada ranah 

pengawasan keimigrasian di satuan kerja tertentu masih jarang dilakukan. Kekosongan inilah yang 

hendak diisi penelitian ini. 

Di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang yang mencakup Kota 

Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, pelanggaran keimigrasian oleh orang 

asing cenderung meningkat, terutama overstay dan penyalahgunaan izin tinggal (Seksi Intelijen dan 

Penindakan Keimigrasian, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji dua 

permasalahan: pertama, bagaimana pelaksanaan pengawasan orang asing melalui TIMPORA di Kantor 

Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang; kedua, bagaimana penguatan collaborative governance 

dalam pengawasan orang asing sebagai upaya pencegahan overstay 

 
LANDASAN TEORI 

Collaborative Governance 

Ansell dan Gash (2007) memandang collaborative governance sebagai proses yang dipengaruhi 

oleh kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif yang meliputi 

dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, serta 

capaian antara. Literatur kolaborasi lintas sektor menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi bergantung 

pada kejelasan kesepakatan awal, kepemimpinan yang menjembatani, serta legitimasi proses (Bryson 

dkk., 2006), dan pada struktur serta tata kelola jejaring yang tepat (Provan & Kenis, 2008). Kerangka 

integratif Emerson dkk. (2012) memperdalam konsep ini dengan menempatkan keterlibatan prinsipiel, 

motivasi bersama, dan kapasitas untuk aksi bersama sebagai inti dinamika kolaborasi, yang kemudian 

dielaborasi sebagai rezim tata kelola kolaboratif (Emerson & Nabatchi, 2015). Pilihan strategi kolaborasi 

juga dipengaruhi oleh konteks dan kompleksitas masalah (Scott & Thomas, 2017; Choi & Robertson, 

2014). 

 

Pengawasan Keimigrasian dan TIMPORA 

Pengawasan orang asing dilaksanakan melalui pengawasan administratif yang berfokus pada 

verifikasi dokumen dan pendataan identitas, serta pengawasan lapangan berupa pemantauan langsung 

atas keberadaan dan kegiatan orang asing (Hasan, 2015; Mayang dkk., 2021). Tim Pengawasan Orang 

Asing (TIMPORA) merupakan wadah koordinasi antarinstansi yang idealnya menjadi simpul yang 

mempertemukan kewenangan berbagai instansi dalam satu kerangka pengawasan terpadu. 

Efektivitasnya ditentukan oleh sejauh mana instansi anggota memandang pencegahan pelanggaran 

keimigrasian sebagai kepentingan bersama serta oleh kesiapan strategi pengawasan dan penindakan 

yang dijalankan (Ahmad & Sa’adah, 2021). 

 
METODE PENELITIAN 

 

Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif 

(Soekanto, 2015). Aspek yuridis menelaah kerangka hukum pengawasan orang asing, khususnya 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan pelaksananya, 
sedangkan aspek empiris menggambarkan pelaksanaan koordinasi antarinstansi secara faktual di 
wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang. Data primer diperoleh melalui 
wawancara dengan pejabat dan petugas imigrasi, anggota TIMPORA, pengelola hunian, serta 
masyarakat, sedangkan data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, 
literatur, dan penelitian terdahulu. Data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  
  
Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing melalui TIMPORA 

Di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, pengawasan lapangan 
dilakukan melalui operasi mandiri dan operasi gabungan yang melibatkan instansi anggota TIMPORA. 
Namun, dalam praktiknya koordinasi cenderung bersifat insidental, terikat pada agenda operasi 
gabungan yang frekuensinya terbatas, sehingga pengawasan tidak berlangsung berkelanjutan. Kondisi 
ini tercermin dari data pelanggaran keimigrasian yang menunjukkan kecenderungan meningkat. 
 
Tabel 1. Data Pelanggaran Orang Asing Tahun 2022–2025 

Jenis Pelanggaran 2022 2023 2024 2025 

Ex-Napi Narkotika 23 15 12 22 

Penyalahgunaan Izin Keimigrasian 1 63 69 110 

Overstay 47 42 67 54 

Jumlah Orang 71 120 148 186 

Sumber: Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanim Kelas I Khusus Non TPI Tangerang (2025). 
 
Tabel 1 memperlihatkan penyalahgunaan izin keimigrasian melonjak dari 1 kasus pada 2022 

menjadi 110 kasus pada 2025, sementara overstay tetap konsisten tinggi. Ditinjau dari model 
collaborative governance, kendala tersebut berakar pada kondisi awal yang belum ideal dan desain 
kelembagaan yang belum menjamin keberlanjutan proses kolaboratif (Ansell & Gash, 2007). 
 
Problematika Koordinasi Antarinstansi 

Koordinasi antarinstansi masih menghadapi tiga kendala mendasar. Pertama, koordinasi bersifat 
insidental dan terikat pada operasi gabungan yang frekuensinya terbatas. Kedua, terdapat fragmentasi 
kewenangan dan ego sektoral, di mana setiap instansi bekerja berdasarkan tugas pokok masing-masing 
tanpa mekanisme berbagi tanggung jawab yang jelas (Fauzi, 2020). Ketiga, pertukaran data antarinstansi 
belum terintegrasi, sehingga informasi mengenai keberadaan, izin tinggal, dan aktivitas orang asing 
tersebar dan sulit disatukan menjadi gambaran yang utuh. Akibatnya, potensi overstay sulit dideteksi 
sebelum menjadi pelanggaran yang berlarut. 
 
Penguatan Collaborative Governance dalam Pengawasan Orang Asing 

Penguatan pengawasan perlu diarahkan pada pembenahan seluruh komponen tata kelola 
kolaboratif secara simultan: perumusan tujuan bersama pada kondisi awal, pelembagaan TIMPORA yang 
berkelanjutan dan integrasi data pada desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif yang membangun 
kepercayaan, serta proses kolaboratif yang menumbuhkan komitmen bersama. Pengalaman penerapan 
collaborative governance pada pelayanan publik di Indonesia menunjukkan bahwa kepemimpinan yang 
memfasilitasi kepercayaan menjadi kunci keberhasilan kolaborasi lintas instansi (Naikofi dkk., 2025; 
Publicuho dkk., 2024). Integrasi data menjadi elemen krusial karena sistem berbagi data yang terpadu 
memungkinkan deteksi dini potensi overstay secara lebih cepat (Permana dkk., 2023). 
 
Tabel 2. Penguatan Collaborative Governance dalam Pengawasan Orang Asing 

Komponen Bentuk Penguatan 

Kondisi awal Perumusan tujuan bersama pencegahan overstay sebagai kepentingan 
lintas sektor serta pemerataan kontribusi data dan sumber daya. 

Desain kelembagaan Pelembagaan TIMPORA yang berkelanjutan dengan aturan main, 
pertemuan berkala, transparansi proses, dan integrasi berbagi data. 

Kepemimpinan fasilitatif Peran Kantor Imigrasi sebagai fasilitator yang membangun 
kepercayaan dan menjaga komitmen antaraktor. 

Proses kolaboratif Dialog berkelanjutan, pembangunan kepercayaan, dan capaian antara 
yang memperkuat komitmen kolaborasi. 

Kapasitas aksi bersama Integrasi data dan pelibatan aktor nonpemerintah (pengelola hunian, 
apartemen, masyarakat) sebagai simpul pelaporan. 

Sumber: Diolah penulis dari Ansell & Gash (2007) dan Emerson, Nabatchi & Balogh (2012). 
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Implikasi terhadap Tata Kelola Pengawasan 
Agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan, penyelenggaraan tata kelola kolaboratif harus 

tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, 
proporsionalitas, dan kecermatan (Kusdarini, 2019; Ridwan HR, 2022). Dengan kerangka tersebut, 
pengawasan orang asing ditempatkan sebagai tata kelola bersama yang berkelanjutan. Transformasi dari 
koordinasi reaktif menuju kolaborasi yang melembaga diharapkan mempersempit celah deteksi dini 
sehingga potensi overstay dapat dicegah sejak awal. Pelibatan aktor nonpemerintah seperti pengelola 
hunian, apartemen, dan masyarakat memperluas jangkauan pengawasan yang tidak mungkin dijangkau 
sepenuhnya oleh aparat, sejalan dengan catur fungsi keimigrasian. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 

Pelaksanaan pengawasan orang asing melalui TIMPORA telah berjalan melalui pengawasan 
administratif dan lapangan, namun masih menghadapi kendala berupa koordinasi yang insidental, 
fragmentasi kewenangan dan ego sektoral, serta belum terintegrasinya pertukaran data antarinstansi, 
sehingga pola pengawasan bersifat reaktif dan belum optimal sebagai instrumen pencegahan overstay. 
Penguatan collaborative governance dapat dilakukan melalui pembenahan kondisi awal, desain 
kelembagaan yang berkelanjutan dan terintegrasi, kepemimpinan fasilitatif, serta penumbuhan 
keterlibatan prinsipiel, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama antaraktor termasuk aktor 
nonpemerintah. 
 
Saran 

Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang perlu 
mendorong transformasi TIMPORA dari forum koordinasi periodik menjadi model tata kelola pengawasan 
yang kolaboratif, terintegrasi, dan berkelanjutan. 
Perlu dibangun sistem berbagi data antarinstansi serta kanal pelaporan partisipatif yang melibatkan 
pengelola hunian dan masyarakat guna mendukung deteksi dini potensi overstay. 
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